SALINAN

NOMOR 35/2020

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DALAM MEMBERIKAN

Menimbang :

Mengingat :

PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KOTA MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang
Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan
Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu
menetapkan  Peraturan Walikota tentang Tata Cara
Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap
Pemenuhan Kewajiban Pajak Dalam Memberikan Pelayanan

Publik Tertentu Di Kota Malang;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan
Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-
kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);



3. Undang-Undang Nomor 6 Takua 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor S5
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tetitang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4999),

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3354);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016
tentang Konfirmasi Status wajib Pajak Dalam Pemberian

Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah



Menetapkan:

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang
Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Malang Nomor 41);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DALAM
MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KOTA
MALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.

3. Walikota adalah Walikota Malang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan

perpajakan daerah.



10,

11

Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat
KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Daerah
sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk
memperoleh keterangan status Wajib Pajak.

Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal
Pajak dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib
Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat
Daerah.

Dinas Ketenagakerjaan, Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Ketenagakerjaan,
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Malang.

Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan
Daerah Kota Malang.

Layanan Publik Tertentu adalah Layanan yang diberikan
oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya
disingkat KPP Pratama adalah Unit Vertikal dari Direktorat
Jenderal Pajak.

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Walikota ini sebagai

pedoman dalam Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak

terhadap pemenuhan kewajiban pajak dalam memberikan

pelayanan publik tertentu.

Pasal 3

Tujuan dari pembentukan Peraturan Walikota ini:

a.

b.

mengoptimalisasikan dana bagi hasil pajak; dan

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

a.
7

C.

jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP;

tata cara pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak; dan

dokumen pemberian layanan publik tertentu.



(1)

(2)

(1)

(2)

BAB II
JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 5

Jenis Layanan Publik tertentu yang dilakukan Konfirmasi

Status Wajib Pajak antara lain meliputi:

a. izin usaha perdagangan,

b. izin penyelenggaraan tontonan;

c. izin mendirikan bangunan;

d. tanda daftar usaha pariwisata (TDUP);

e. izin usaha perdagangan minuman  beralkohol
golongan B dan golongan C untuk pengecer dan penjual
langsung minum di tempat;

f. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek
perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;

g. izin usaha pengolahan perikanan; dan

h. izin menggunakan tenaga kerja asing;

Jenis Layanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan setelah wajib pajak mendapatkan

keterangan status wajib pajak dengan status valid.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) untuk jenis layanan publik tertentu yang sudah

melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB
PAJAK

Pasal 6

Setiap Orang atau Badan yang melakukan usaha dan/atau
pekerjaan di Daerah wajib memiliki status wajib pajak atau
NPWP di Daerah.

Wajib Pajak dinyatakan valid apabila Surat Keterangan
Status Wajib Pajak dapat langsung dicetak melalui sistem

aplikasi KSWP.



(3)

(2)

(3)

Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan tidak valid dari sistem
aplikasi KSWP, maka harus melakukan konfirmasi ke KPP

Pratama untuk mendapatkan surat keterangan.

Pasal 7

Dinas Ketenagakerjaan, Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu melaksanakan layanan publik tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melakukan
konfirmasi status wajib pajak sebelum memberikan layanan
publik tertentu.

Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pada
Pemerintah Daerah yang terhubung dengan sistem
informasi pada Direktorat Jenderal Pajak atau aplikasi yang
telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

Penyediaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

BAB IV
DOKUMEN PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 8

Layanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (1) huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, kepada

pemohon, dengan ketentuan menunjukkan dokumen sebagai

berikut:

a. bukti pembayaran PBB-5 tahun terakhir;

b. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan
kepemilikan; dan

c. keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang

membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jendral
Pajak



BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 25 September 2020
WALIKOTA MALANG,

ttd.
SUTIAJI
Diundangkan di Malang

pada tanggal 25 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.
WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2020 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
PALA BAGIAN HUKUYM,

TAB I, SH, M.H

Pem 'ga Tk. I
NIP. 650302 199003 1 019



